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 BAB 3 

PENUTUP 

3.1      Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pelaksaan Praktik Kerja Lapangan, penulis dapat 

membuat kesimpulan sebagai berikut : 

1. PKP Tuan X dalam melaksanakan prosedur permohonan pengurangan 

Sanksi Administrasi Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2015, dengan 

membuat surat permohonan, serta melengkapi dokumen-dokumen 

yang diperlukan untuk memenuhi syarat yang telah diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan tersebut. 

2. Prosedur permohonan pengurangan Sanksi Administrasi sesuai dengan 

Standar Operasional Prosedur yang telah diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2015 yaitu : 

a. PKP Tuan X mengajukan permohonan pengurangan Sanksi 

Administrasi kepada pihak KPP yang sebelumnya telah dilakukan 

pemeriksaan dan telah diterbitkan SKPKB. 

b. PKP Tuan X harus melampirkan dokumen-dokumen yang 

diperlukan untuk melengkapi permohonan tersebut. 

c. PKP Tuan X diharapkan tidak sedang melakukan upaya hukum 

perpajakan selama mengajukan permohonan pengurangan Sanksi 

Administrasi tersebut dengan membuat surat pernyataan bermeterai 

yang berisi bahwa PKP Tuan X tidak melakukan upaya hukum 

perpajakan. 

d. Setelah semua persyaratan terpenuhi, KPP akan menerbitkan  Surat 

Keputusan yang menyatakan  mengkabulkan atau menolak 

permohonan yang dibuat oleh Wajib Pajak, dalam kasus ini 

permohonan yang diajukan PKP Tuan X dinyatakan dikabulkan. 
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e. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Sanksi 

Administrasi maka proses penyelesaian permohonan pengurangan 

Sanksi Administrasi yang dilakukan oleh PKP Tuan X selesai. 

3.2       Saran 

Adapun saran dari penulis sebagai berikut : 

1. PKP Tuan X lebih memperhatikan setiap transaksi  baik pembelian 

maupun penjulan yang dilakukan, agar tidak terjadi kesalahan hitung 

yang mengakibatkan dikenakan Sanksi Administrasi. 

2. Apabila PKP Tuan X dikenakan Sanksi Administrasi karena 

kekhilafan atau bukan merupakan kesalahannya, supaya 

memanfaatkan fasilitas pengurangan Sanksi Administrasi tersebut 

dengan memenuhi segala persyaratan yang telah diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2015. 

3. PKP Tuan X harus memperhatikan  Masa berlaku Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 197/PMK.03/2015, karena PMK tersebut akan 

terjadi perubahan dan tidak diberlakukan kembali untuk waktu yang 

tidak diketahui oleh PKP Tuan X.  
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